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PT Inalum akan pasok listrik PLN
MEDAN (Bisnis); PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)
bulan depan memasok arus listrik kepada PT Perusahan Listrik
Negara (PLN) sebesar 90 MW untuk menambah kehandalan
listrik di daerah ini. _
Deputy Senior Manager Public Relation PT Inalum, S. S. Si- =
jabat, membenarkan bahwa perusahaan patungan Indonesia- %
Jepang itu akan memasok energi listrik kepada PT PLN Kitlur
[Pembangkit dan Penyaluran] Sumbagut sebanyak 90 MW s
‘ mulai bulan depan.

“Kami ingin membantu masyarakat Sumut mendapatkan
penerangan. Selama ini listrik di daerah ini sering mati kare-
na kekurangan arus," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Menurut dia, bulan ini Inalum baru mampu memasok arus
listrik ke PLN Kitlur Sumbagut 35 MW sampai 45 MW pada
malam hari. PLN, kata dia, sudah memperbaiki penyambungan
aliran listrik di PLTA Tangga, Porsea, Kab. Toba Samosir. (msi)
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Kejati NTT Investigasi Kasus PLTS Alor

Kurang, KomMpras — Ke-
jaksaan Tinggi Nusa Tenggara
Timur melakukan investigasi
terhadap dugaan penggelem-

bungan harga pengadaan 1.200

garan 2002 dan 2003. Audit itu .
atas permintaan Gubernur NTT
Piet Alexander Tallo, dan ha-
silnya telah diserahkan kepada
Kejati NTT untuk diproses hu-

unit pembangkit listrik tenaga kum

surya di Alor oleh Womintra
Foundation. Investigasi dilaku-
kan setelah ada dugaan penyim
pangan pada 700 unit dari total
1 .200 unit. -
Hal itu diungkapkan Asisten
Pidana Khusus

Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara
Timur (NTT) Hartadi di

- Kéjati, ujar Hartadi, telah
meningkatkan status kasusnya

- ke penyidikan dan sudah me-

netapkanseomngtenmgkadn-
lam kasus dugaan

bungan harga 700 PLTS. Ka-
rena diduga telah terjadi kasus".
yang sama pada pmyek tahun

Ku- . 2004, yaitu

pang, Rabu (2/3). Dugaan peng-
gelembungan harga pada 700
unit pembangkit listrik tenaga
surya (PLTS) itu merujuk hasil
audit dan pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pem-
bangunan (BPKP) Wilayah NTT
di Kupang.

Hartadi tidak merinci seperti
apa dugaan penggelembungan
harga sesuai dengan hasil temu-
an BPKP NTT tersebut. Namun,
Hartadi menyebutkan, proyek
pengadaan dan pemasangan
1.200 unit PLTS di Alor itu di-
lakukan oleh Womintra Foun-
dation Kupang dengan harga
Rp 7,5 juta per unit.

Diakui pula, BPKP hanya
mengaudit 700 unit PLTS yang
dikerjakan dalam tahun ang-

adaan 500 unit PL'IS
akan mengusu

"Tetapi, pengnsutan itu di-
dahului oleh permintaan resmi
kami kepada BPKP NTT

atl

mengaudit lagi proyek PLTS ta-
hun 2004 itu. Dari hasil audit
terhadap 700 unit terdahulu

memang ada indikasi kerugian Keja

negara, seperti dilaporkan
BPKP. Berapa besar kerugian
itu, tidak perlu saya sebutkan,”
ungkapnya.

Hartadi membenarkan bah-
wa BPKP melakukan perban-
dingan harga pada merek
sama, yakni seharga Rp 3,5 juta.
Dengan demi angka hasil
audit BPKP itu dapat dijadikan
acuan bagi Kejati NTT, tetapi
bukan satu-satunya.

ujar Hartadi, artinya ter-
t ada perbedaan besar de-
ngan PiTS yang ‘Wo-

dari BPKP. Namun, kejati tidak
boleh menerima secara mentah

agar lapcnndaxiBPKPyangbelum
bahkan

terbukti kebenarannya,
hasil rekayasa BPKP sendiri.
"Untuk jtu, kami _meminta

menggunak

den dan atau auditor
dadBadnnPemexﬂuaKeuang
an, bukan BPKP. Juga menjun

T

Ia juga meminta Kejati NTT
agar mengekspos setiap temuan
secara tnnsparan, adil, ju)ur,

&



